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(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dalam
Sidang Mahkamah Konstitusi)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 86/PUU-XX/2022
PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946
TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

31 Januari 2023

. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, pukul 11.30 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Materiil
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (untuk
selanjutnya disebut KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara
Nomor 86/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor
86/PUU-XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang beserta jajarannya di lingkungan
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI.

. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian materiil KUHP dalam perkara Nomor 86/PUU-
XX/2022 diajukan oleh Robiyanto yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhon
Asron Purba, S.H., Yusty Riana P, S.H., dan Nani Idaroyani Purba, S.H., kesemuanya
adalah advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Jhon Asron Purba dan Rekan
(JAP) untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

. PASAL/AYAT KUHP YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil
terhadap Pasal 78 ayat (1) angka (4) KUHP yang selengkapnya berketentuan
sebagai berikut:

Pasal 78 ayat (1) :
“Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
1. ..;
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3. ..
4. Mengenai kejahatan yang dianjam dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.”

. BATU U]JI

Bahwa Pasal 78 ayat (1) angka (4) KUHP dianggap Pemohon bertentangan
dengan pembukaan alinea keempat kalimat terakhir, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D
ayat (1), dan Pasal 28] ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Kkarena dinilai telah
merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian Pasal 78 ayat (1) angka (4) KUHP dalam permohonan
a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum pada pokoknya
sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Pasal 78
ayat (1) angka 4 KUHP bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 pada Alinea
Keempat, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28] ayat (2) UUD 1945
serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan karena jangka waktu
daluwarsa penuntutan selama 18 (delapan belas) tahun adalah jangka waktu
yang tidak cukup dalam menangkap dan mengungkap tindak pidana terhadap
tersangka yang berstatus dalam pencarian orang. Terhadap dalil Pemohon a quo,
Mahkamah mempertimbangkan selengkapnya, sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa norma Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP yang dimohonkan
pengujian oleh Pemohon menyatakan “kewenangan menuntut pidana hapus
karena daluwarsa: mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau
pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun” adalah norma yang
mengatur mengenai pambatasan jangka waktu penuntutan yang berkaitan erat
dengan hak negara dalam melakukan penuntutan terhadap suatu hal yang
dilarang atau ius puniendi yaitu pembatasan jangka waktu terhadap hak negara
dalam melakukan proses penuntutan kepada tersangka atau terdakwa tindak
pidana atau yang lebih dikenal sebagai pembatasan hak negara dalam
menjatuhkan pidana. Oleh karenanya, daluwarsa (kedaluwarsa) masa
penuntutan merupakan salah satu perwujudan dari prinsip due process of law
dalam rangka memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum sebagai salah satu karakteristik dari sebuah negara hukum yang
konstitusional. Selain itu, kehadiran ketentuan Pasal a quo, merupakan salah satu
bentuk perlindungan oleh peraturan perundang-undangan, in casu KUHP yang
bertujuan menciptakan perlindungan kepada pelaku dan korban tindak pidana
dari kekuasaan negara (penuntutan) yang apabila tidak diberlakukan norma a
quo dapat menjadi tanpa batas.
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Bahwa tersangka atau terdakwa pada dasarnya ditempatkan pada posisi
sebagai subyek hukum yang tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang
menyatakan kesalahannya dapat dibuktikan dan putusan dimaksud memiliki
kekuatan hukum tetap, atau sering dipahami sebagai asas praduga tak bersalah
(presumption of innocence). Oleh karena itu, esensi dari asas dimaksud, terlepas
tersangka atau terdakwa yang telah disangkakan atau didakwakan telah
melakukan tindak pidana dan sepanjang belum terbukti kesalahannya, penting
bagi negara tetap mengutamakan adanya jaminan perlindungan hukum terhadap
hak asasinya. Demikian halnya dengan pihak yang dirugikan akibat adanya
peristiwa pidana tersebut yaitu korban tindak pidana, tidak kalah pentingnya
juga untuk tetap diberi perlindungan hukum, atas Kerugian yang dideritanya.
Terlebih, korban tindak pidana sesungguhnya bukan hanya korban langsung
semata, akan tetapi juga masyarakat luas, karena masyarakat mengalami
gangguan ketentraman dan keamanan dalam menikmati kehidupannya di tengah
masyarakat. Hal demikian sebenarnya sebagai wujud implementasi riil dan
sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan
negara untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada warga
negaranya tanpa terkecuali, yaitu tersangka/terdakwa, korban tindak pidana dan
masyarakat sebagai representasi dari kepentingan umum.

[3.12.2] Bahwa dalam perspektif implementasi perlindungan kepastian dan
keadilan hukum, daluwarsa penuntutan pidana juga merupakan bagian esensial
yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.
Daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP ditegaskan
bahwa masa penuntutan pidana bagi pelaku tindak pidana dibatasi dengan batas
waktu yang lamanya tergantung dari kualifikasi atau jenis tindak pidananya dan
berat/ringan ancaman pidananya (strafmaat). Adapun ketentuan Pasal 78 KUHP,
selengkapnya menyatakan sebagai berikut:
(1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan
percetakan sesudah satu tahun;
2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana
kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga
tahun, sesudah dua belas tahun;
4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

(2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan
belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi
sepertiga.
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Dengan mendasarkan pada Ketentuan norma Pasal 78 KUHP tersebut maka
apabila dicermati isu yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan
masa penghitungan daluwarsa untuk tindak pidana yang terkait dengan
Ketentuan norma Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP. Berkaitan dengan dalil yang
dipersoalkan oleh Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat masa daluwarsa
penuntutan tindak pidana secara universal memiliki peran yang sangat strategis
dalam mendukung terciptanya kepastian dan keadilan hukum, bukan hanya bagi
tersangka atau terdakwa tetapi juga bagi korban dan/atau keluarga korban serta
masyarakat pada umumnya. Penegasan tersebut dimaksudkan agar kewenangan
negara dalam melakukan penuntutan atas pelaku tindak pidana dimaksud hanya
dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau dibatasi dengan jangka waktu
yang tanpa batas. Secara doktrinal, daluwarsa memberikan kepastian dan
keadilan hukum kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana,
agar tersangka atau terdakwa tidak selamanya terganggu ketentraman hidupnya
tanpa adanya batas waktu dari ancaman penuntutan oleh negara yang mewakili
kepentingan umum. Tersangka/terdakwa yang berada dalam masa tunggu untuk
dilakukan penuntutan pidana, sesungguhnya tidak semata-mata Kkarena
melarikan diri untuk menghindari tuntutan pidana, akan tetapi juga karena
proses hukum yang dialaminya mengalami kendala di dalam proses penyidikan
ataupun penuntutan. Dengan demikian, bagi tersangka/terdakwa yang berada
dalam masa penantian untuk dilakukan proses penuntutan tersebut merupakan
masa menjalani ‘hukuman’ tersendiri, baik secara moral (stigma) dan kadang
secara fisik juga, sebab tidak sedikit tersangka/terdakwa hak-haknya sebagian
telah dilakukan upaya paksa (pro justitia) oleh aparat penegak hukum, baik
dalam bentuk perampasan kemerdekaan badan maupun harta benda, misalnya
penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan
pencegahan untuk tidak boleh bepergian ke luar negeri.

[3.12.3] Bahwa pada dasarnya penuntutan pidana adalah sebuah kewenangan
negara dalam mewakili kepentingan umum yang diaktualisasikan melalui suatu
bentuk tindakan hukum yang lebih dikenal dengan proses penegakan hukum
dalam mengungkap suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu, aparat penegak
hukum di dalam mengungkap adanya peristiwa pidana harus melakukan
tahapan-tahapan, di antaranya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang
kesemua tahapan tersebut masing-masing mempunyai tingkat kesulitan yang
berbeda. Terlebih, terhadap peristiwa pidana yang mempunyai dimensi
pembuktian rumit dan melibatkan banyak pihak, baik tersangka/terdakwa
maupun saksi-saksi. Dengan demikian, hakikat daluwarsa di samping dapat
memberikan Kkepastian dan keadilan hukum bagi tersangka/terdakwa,
sebagimana telah dipertimbangkan di atas, daluwarsa penuntutan pidana juga
merupakan salah satu bentuk kepastian hukum bagi korban tindak pidana dan
masyarakat umum. Sebab, dengan adanya masa daluwarsa dapat dijadikan acuan
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waktu bagi korban tindak pidana untuk mengambil langkah-langkah
konstitusional di dalam mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

Bahwa pada dasarnya penuntutan pidana adalah sebuah kewenangan negara
yang diaktualisasikan melalui suatu bentuk tindakan hukum yang lebih dikenal
dengan proses penegakan hukum dalam mengungkap sebuah tindak pidana, yang
memerlukan proses pembuktian dengan didasarkan pada alat-alat bukti [vide
Pasal 184 KUHAP] yang valid, baik cara perolehan alat-alat bukti dimaksud,
maupun Keterangan-keterangan para saksi dan tersangka/terdakwa yang dapat
dipertanggungjawabkan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan
undang-undang. Oleh karena itu, peniadaan jangka waktu daluwarsa penuntutan
pidana sebagaimana dimohonkan dalam permohonan a quo, di mana masa
daluwarsa berlaku “seumur hidup” pelaku tindak pidana bagi pelaku pidana yang
diancam pidana mati atau seumur hidup. Menurut Mahkamah, hal tersebut dapat
berakibat negara, in casu aparat penegak hukum akan menemui kesulitan dalam
mengumpulkan alat bukti yang valid, baik di dalam mengumpulkan fakta-fakta
hukum yang harus digali dari keterangan saksi-saksi dan tersangka/terdakwa
serta barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Sebab,
dalam kurun waktu yang lama dan tanpa batas waktu daluwarsa sangat
dimungkinkan telah terjadi penggantian aparat penegak hukum (penyelidik dan
penyidik). Hal ini berdampak adanya kajian dan penilaian atas hasil penyelidikan
dan penyidikan suatu perkara harus dimulai dari awal oleh penyidik baru dengan
mendasarkan alat bukti yang dimungkinkan sudah tidak valid lagi.

Bahwa secara konkret tidak validnya alat bukti suatu tindak pidana yang
disebabkan karena penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan
telah berlangsung lama dari peristiwa pidananya dapat berupa barang bukti yang
berkaitan dengan tindak pidananya telah rusak, para saksi telah lupa mengingat
peristiwa yang dilihat, dialami dan dirasakan, karena faktor usia atau adanya
gangguan kesehatan lainnya atau bahkan ada saksi yang sudah meninggal dunia.
Demikian halnya dengan keterangan tersangka/terdakwa yang juga berpotensi
tidak ingat lagi dengan pasti akan perbuatan pidana yang dilakukan. Dengan
demikian, oleh karena persesuaian alat bukti, baik keterangan saksi,
tersangka/terdakwa dan keberadaan barang bukti yang menjadi bagian dari alat
bukti merupakan syarat yang fundamental dan sebagai kunci keberhasilan hakim
yang mengadili perkara pidana untuk mendapatkan fakta-fakta hukum dalam
proses pembuktian di persidangan guna memperoleh kepastian hukum dalam
menjatuhkan putusan yang adil. Dengan demikian, pembuktian suatu perkara
pidana yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diragukan validitasnya, hal
tersebut justru akan menghasilkan fakta-fakta hukum yang tidak sesuai lagi
dengan peristiwa pidana yang sebenarnya, sehingga hal tersebut akan
menghasilkan putusan hakim yang tidak objektif dan tidak mencerminkan
kepastian hukum dan mencederai rasa keadilan.



[3.12.4] Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah
berpendapat argumentasi berkenaan dengan masa daluwarsa penuntutan pidana
dengan tenggang waktu yang lamanya disesuaikan dengan berat/ringannya
ancaman pidana (strafmaat), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 KUHP
masih tetap relevan untuk diberlakukan. Dengan demikian, pendirian Mahkamah
a quo sekaligus sebagai bentuk penegasan, bahwa Mahkamah tidak dapat
menerima dalil Pemohon yang memohon agar daluwarsa penuntutan pidana
dalam ketentuan norma Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP diberlakukan hingga
“seumur hidup” pelaku tindak pidana. Sebab, dengan pembatasan waktu
daluwarsa penuntutan pidana maksimal 18 tahun untuk pelaku tindak pidana
yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup saja, hal tersebut
sudah menimbulkan persoalan berkenaan dengan validitas alat-alat bukti di
dalam mengungkap adanya tindak pidana, sebagaimana telah dipertimbangkan
pada pertimbangan hukum di atas. Terlebih lagi, apabila masa daluwarsa
penuntutan pidana diberlakukan lebih lama dari yang sebagaimana diatur dalam
ketentuan norma Pasal 78 KUHP, termasuk dalam hal ini ketentuan norma Pasal
78 ayat (1) angka 4 KUHP, yaitu masa daluwarsa “seumur hidup” bagi pelaku
tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup,
sebagaimana yang didalikan Pemohon. Oleh karena itu, jika dalil Pemohon
diikuti, hal tersebut jelas semakin berpotensi menciptakan ketidakpastian dan
ketidakadilan hukum, bagi tersangka/terdakwa, korban dan masyarakat pada
umumnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah
berpendapat berkaitan dengan masa daluwarsa yang ada saat ini, sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 78 KUHP adalah konstitusional. Namun demikian,
apabila berkenaan dengan masa tenggang waktu daluwarsa tersebut akan
dilakukan perubahan tentang lama tenggang waktunya, maka takaran rasa
keadilan menjadi kewenangan dari pembentuk undang-undang yang merupakan
representasi dari politik hukum negara dalam merepresentasikan kehendak
rakyat yang menjadi bagian dari criminal policy yang secara konsisten menjadi
pendirian Mahkamah selama ini. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan jangka
waktu daluwarsa dimaksud, sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan
kebutuhan dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, sepanjang
tidak melampaui wewenang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang
tertuang dalam UUD 1945. Namun demikian, oleh karena jangka waktu
daluwarsa masa penuntutan pidana juga melekat hak konstitusional yang
merupakan hak fundamental dari korban dan/atau keluarga korban dari pelaku
tindak pidana yang juga harus diberikan perlindungan hukum atas kerugian yang
dialaminya, oleh karena itu di dalam menentukan masa tenggang waktu
daluwarsa dimaksud jika akan dilakukan perubahan maka harus juga
mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan korban tindak pidana.



[3.13] Menimbang bahwa dengan tetap relevan memberlakukan daluwarsa masa
penuntutan dalam Pasal 78 KUHP, dan ketentuan norma dimaksud dinyatakan
konstitusional, maka permasalahan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana
dengan adanya rasa ketidakadilan bagi korban peristiwa pidana yang secara riil
tersangka/terdakwanya ditemukan baik yang kemudian diajukan dalam
persidangan pengadilan maupun tidak dilakukan penyidikan/penuntutan
dengan alasan telah melewati masa tenggang waktu daluwarsa sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 78 KUHP. Terhadap hal yang demikian, Mahkamah
berpendapat, penerapan ketentuan norma Pasal 78 KUHP tidak berarti
menghilangkan hak korban dan/atau keluarga korban untuk memperoleh
pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana yang terhindarkan dari tuntutan
pidana karena diuntungkan dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 78 KUHP.
Bentuk pertanggungan jawab dimaksud sesungguhnya bisa ditempuh oleh
korban tindak pidana dengan tuntutan ganti rugi dengan penggabungan
bersama-sama dengan tuntutan pidana [vide Pasal 98 ayat (1) KUHAP]. Namun,
oleh karena terhadap perkara pidana yang bersangkutan telah dinyatakan tidak
dapat dilakukan penuntutan pidana karena telah daluwarsa, dan oleh karenanya
hak untuk menggabungkan tuntutan ganti rugi telah tertutup, maka bagi korban
pelaku tindak pidana sebenarnya masih dapat menempuh cara dengan
mengajukan gugatan secara keperdataan. Namun, oleh karena tuntutan secara
keperdataan demikian diperlukan biaya yang tidak murah/ringan, maka melalui
putusan a quo Mahkamah menegaskan dalam rangka memberikan perlindungan,
jaminan, dan kepastian hukum yang adil terkait pertanggungjawaban ini, pada
waktu yang akan datang dapat dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang
untuk diatur kewajiban negara dalam memberikan pertanggungjawabannya
tersebut berupa kompensasi yang sesuai terhadap korban dan/atau keluarga
korban. Sehingga, dengan demikian negara dapat menciptakan kesetimpalan dan
keadilan yang berujung pada terciptanya rasa aman, dan damai serta
menumbuhkan rasa percaya terhadap kinerja negara dalam upaya penegakan
hukum pidana.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum
sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah ternyata
tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai daluwarsa masa
penuntutan tindak pidana sebagaimana Pembukaan UUD 1945 pada Alinea
keempat, serta ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28] ayat
(2) UUD 1945 terhadap Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP, sehingga dengan
demikian dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut
hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dalam permohonan
Pemohon tidak dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya.
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F. AMAR PUTUSAN
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

G. PENUTUP
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah
Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi
setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh
seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara.
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